PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT B ESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengartupanaperundang-undangan

perbankan maka perlu dilakukan perubahan atas upanaDaerah
Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Benkkeditan
Rakyat Bestari;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a ,ddip@sidang
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perub#tas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penidaaerah
Bank Perkreditan Rakyat Bestari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962aten Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan &enb
Negara Nomor 2387);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbahkembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Bégamor
3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-gridamor 10
Tahun 1998);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembantkkéa
Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembeamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tab0d
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemibeanta
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Taamba



Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah fdidbagan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapeaturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 TahQ& &htang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 200nig
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembiegara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegarebM®)4

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinamang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintatzaralD
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambaharb&ean
Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentangk Ba
Perkreditan Rakyat (BPR), (Lembaran Negara Tahu#2 I9omor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentanwgeKangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daetaho@
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan &enb
Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1983tang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

10.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI1/2006 tent&ank
Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATA S
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BESTARI.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah NomdmafiOn 2005 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari (LembaragrdaTahun 2005 No 10 Seri E No
2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berisebpgai berikut :
"Pasal 3

(1) PD. BPR Bestari berkedudukan di Kota Tanjungpg, Provinsi Kepulauan Riau.

(2) PD. BPR Bestari dapat membuka Kantor 6@gb&antor Pelayanan diwilayah
Kecamatan, Kelurahan atau Kantor Cabang diluaratlasesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

(3) PD. BPR Bestari dapat membuka Kantor @gbdan atau Kantor Pelayanan

dengan sistem konvensiorial.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagéut :

"Pasal 7
Modal dasar PD. BPR Bestari adalah Rp. 5.0@000®@,- (lima milyar rupiah) dan
modal disetor sebesar Rp. 5.000.000.000,- (hmgar rupiah) yang keseluruhannya
adalah kekayaan Pemerintah Daerah vyaigsatlkan dan selanjutnya menjadi
kekayaan tersendiri dari PD.BPR Bestari yang pede dari kekayaan umum

Pemerintah Daerdh.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berlsebggai berikut :

"Pasal 9

(1) PD. BPR Bestari dipimpin oleh Direksi yang terdiiari seorang Direktur atau
sedikitnya berjumlah 2 (dua) orang Direktur.

(2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktwalah seorang diantaranya
diangkat sebagai Direktur Utama.

(3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melaleswBn Pengawas.

(4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat keduduR®. BPR Bestari.

(5) Antara sesama Anggota Direksi tidak boleh ada hgéurkeluarga sampai derajat
ketiga baik menurut garis lurus maupun kesampingdsuk menantu dan ipar.

(6) Antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawdak boleh ada
hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik meéngaris lurus maupun
kesamping.

(7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingabauli baik secara langsung
pada PD. BPR Bestari atau Badan Hukum/Perorangag yéeri kredit oleh
PD. BPR Bestari.



4. Ketentuan Pasal 10 huruf a diubah, sehingga berlsebwagai berikut :

"Pasal 10

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adal&iga Negara Indonesia yang

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Ksravajib memiliki pengalaman
sebagai pejabat di bidang operasional perbankangpalngkat selama 2 (dua)
tahun;

b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;

c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;

d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidalgsang dalam setiap kegiatan
pengkhianatan kepada Negara;

e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan KeputusargRéilan;

f. sehat jasmani dan rohdni.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga bgrsabagai berikut :

“Pasal 21

(1) Dewan Pengawas menetapkan Kebijaksanaan Umum, larégga pengawasan dan
pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPRrBesta

(2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (eropaty dan sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang, minimal 50% (lima puluhrspa) wajib memiliki
pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perba#@ah seorang diangkat
menjadi Ketua Dewan Pengawas.

(3) Walikota dapat mengusulkan dan atau menunjuk Pejd®Emerintah Kota
Tanjungpinang untuk menjabat Ketua dan Anggota Deengawas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(4) Walikota dapat mengangkat Ketua dan Anggota Devemg&wvas setelah mendapat
persetujuan dari Bank Indonesia.

(5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertagggawab kepada
Walikota.

(6) Antar sesama Anggota Dewan dan atau Anggota Dewaga¥as dengan Anggota
Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampapae derajat ketiga, baik
menurut garis lurus maupun kesamping termasuk nbeaiam ipar.

(7) Apabila ada hubungan keluarga sebagaimana ay#dr{&dli sesudah pengangkatan
untuk melanjutkan Jabatannya, maka salah seoraggota Dewan Pengawas atau

Direksi harus mengundurkan diri.



(8) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kemam pribadi baik
langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Beatau Badan Hukum /
Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bestari.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ypetagngan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kofangamang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2007
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN
Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
ttd

H. R. [ZHARUDDIN, SE

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2007 NOM@R 8

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKO TANJUNGPINANG

YUSWANDI, SH.M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 420009042




